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ABSTRAK 
AHMAD TAHIR HARAHAP 

 

Perdamaian dalam Tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku dan 
masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan diluar pengadilan yang di 
istilahkan sebagai mediasi penal. Rumusan masalah dalam skripsi ini 
adalah bagaimana pengaturan peringanan pada tindak pidana 
penganiayaan di Indonesia, apakah perdamaian dapat diterapkan di 
Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait keringanan 
hukuman dalam putusan Nomor 2260/PID.B/2019/PN.Mdn 
 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan (library 
research) dengan menganalisis putusan Nomor 2260/PID.B/2019 
/PN.Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 
dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. 
 
Perdamaian dalam tindak pidana yang melibatkan korban, Pelaku dan 
masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan diluar pengadilan yang 
diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari 
mediasi penal ini adalah diluar pengadilan dan tidak diatur dalam undang-
undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat 
Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus 
melalui Alternatuve Dispute Resolution (ADR) Serta peraturan Kepala 
Kepolisian Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 yang pada dasarnya 
peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui 
ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan 
melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma 
sosial/adat serta memenuhi asas keadilan. Akibat Hukum yang terjadinya 
perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus 
dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya 
sebatas menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk memberikan 
keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada 
terdakwa. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik 
kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dengan adanya 
perdamaian dalam putusan Nomor 2260/PID.B/2019/PN.Mdn adalah 
sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan bukan yang 
lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut oleh jaksa 
penuntut umum dengan pidana penjara 6 (enam) bulan tetapi karena 
adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku 
penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan   
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